




[bookmark: _GoBack]Meningkatnya pemerintahan yang akuntanbel, efisien dan  efektif serta pelayanan yang berkualitas:
(Indek Reformasi Birokrasi= IRB=72)
2.2. mengeliminasi/mengganti peraturan yang menghambat biro krasi dan pemberian pelayanan.
2.1.  melakukan pemetaan pada sejumlah Peraturan
1.1. Melakukan internalisasi atas perubahan pola pikir
3.1. Penyederha naan birokrasi
4.1. Melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik
5.1. melaksanakan
merit system 
5.2. melaksanakan
pengkaderan pejabat struktural / fungsional
4.2.. penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja
pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja,
6.1. meningkatan efektivitas dan
efisiensi anggaran
7.1. membangun budaya anti korupsi
8.1. membangun budaya memberikan pelayanan prima
4.2.1. menyusun perencanaan kinerja
pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja,
5.2.1. memberikan bim bingan kinerja, penilaian kinerja,
8.1.4. pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP),
8.1.1. pemenuhan Kebijakan Pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat),
8.1.2. peningkatan Profesionalisme SDM, 
8.1.3. peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana
8.1.5. pengelolaan konsultasi dan pengaduan
8.1.6. penyelenggaraan inovasi layanan public (SIPOTDES, E MONEV)
7.1.1. merintis pembangunan ZI
(Zona Integritas)
7.1.2. melaksanakan pembayaran non tunai
6.1.1. Menyusun dan melaksanakan SPIP
6.1.2. melaksanakan pengadaan melalui aplikasi (SIRUP, E Katalog, e purchasing dll)
7.1.3. melaksanakan monev dan pelaporan subkegiatanrutin dan berkala (POK/TW)
6.1.3. melaksanakan pengawasan berjen jang (pengellola keu angan, pengawasan internal dan ekternal
5.1.1. seleksi pejabat structural / fungsional sesuai kapasitas dan kebutuhan
4.1.1. melaksanakan administrasi perkantoran melalui aplikasi (SIPD, SRIKANDI, SMART SAKIP, dll)
6.1.2. melaksanakan perubahan jabatan eselon IV ke fungsional
2.2.1. melakukan inventarisasi peraturan 
1.1.1. mengadakan FGD,Workshop Bimtek, Standarisai Kapasitas ASN, dll
1.1.1. membuat rencana penetapan peraturan (Perda, Perbup, SK)
1.1.2. mengadakan Rakor internal, pembinaan pegawai dll
2.2.2. melakukan iharmonisasai dan sinkronisasi peraturan 
Manajemen Perubahan
Penataan Organisasi
Penataan Tatalaksana
Penataan SDM Aparatur
Deregulasi Kebijakan
Penguatan Akuntabilitas
Penguatan Pengawasan
Peningkatan Kualitas Layanan Publik


Meningkatnya Wilayah Tangguh Bencana Berbasis Lingkungan 
(Indeks Resiko Bencana = 82)


Pengendalian pencemaran industri, rumah tangga, peternakan dan pertanian


Pembinaan


Pemantauan


Sarana prasarana


Meningkatkan kapasitas kelembagaan laboratorium lingkungan


Operasional laboratorium


Kompetensi


Sarana prasarana


Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup


Pembinaan, pengawasan 


Ketaatan pelaku usaha


Tindak lanjut aduan masyarakat


Meningkatkan jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang memiliki  persetujuan lingkungan


Sosialisasi


Pembinaan


Penanganan sampah dan pengelolaan sampah pada sumbernya


Kinerja pengelolaan sampah 


Kompetensi 
aparatur


Sarana prasarana


Pendampingan


Kuantitas dan kualitas bank sampah


Perlindungan terhadap sumber daya air dan pengelolaan kawasan konservasi


Penghijauan


Data pemetaan


Teknik konservasi tanah dan air


Pemeliharaan hutan kota/RTH


Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim


Pembinaan


Sarana prasarana


Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri


Pembinaan


Kerjasama komunitas peduli lingkungan


Partisipasi sekolah peduli lingkungan


Pilot project


Meningkatkan peran serta masyarakat sekitar hutan


Pembinaan


Sosialisasi


POHON KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR






















































































































